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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.711, 2019 KEMEN-DPDTT. Tunjangan Kinerja.
Pelaksanaan Pemberian.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
masih terdapat kekurangan sehingga perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian
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Mengingat

1.

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5598);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 271);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1915);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 25
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan

Kinerja bagi

Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1863) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf h dan ayat (2) dihapus,

sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja meliputi:

a. pegawai yang melaksanakan tugas secara
penuh;

b. pegawai dari Kementerian/Lembaga lain yang
diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

c. pegawai yang melaksanakan pendidikan dan
pelatihan;

d. pegawai yang melaksanakan tugas belajar;

e. pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti
melahirkan, cuti alasan penting, dan cuti sakit;

f.  pegawai yang mengalami kecelakaan dalam
menjalankan tugas kewajiban; dan

g. calon Pegawai Negeri Sipil.

(2) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran dengan

menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik

atau aplikasi daring E-absensi.
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Rekam kehadiran secara elektronik atau aplikasi

daring E-absensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu

pada saat hadir dan pulang kerja, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a.

absensi masuk kantor dimulai pukul 05.00 WIB

sampai dengan 11.59 WIB dengan penjelasan

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

melakukan absensi kedatangan sebelum
pukul 05.00 WIB tidak dapat terekam oleh
mesin absensi Tap Finger Print atau
aplikasi daring E-absensi.

melakukan absensi kedatangan sebelum
pukul 05.00 - 07.00 WIB dikategorikan
masuk kerja tepat waktu.

melakukan absensi kedatangan mulai
pukul 07.01 - 11.59 WIB dikategorikan
masuk tidak tepat waktu (terlambat).
melakukan absensi kedatangan lebih dari
sama dengan pukul 12.00 - 15.29 WIB
(Senin-Kamis) dan 15.59 WIB (Jum’at)
tidak dapat terekam oleh mesin absensi
Tap Finger Print atau aplikasi daring E-

absensi.

absensi pulang kantor dimulai pukul 15.30 WIB
(Senin-Kamis) dan 16.00 WIB (Jum’at) - 23.59

WIB dengan penjelasan sebagai berikut:

1)

2)

melakukan absensi kepulangan sebelum
pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan 16.00
WIB (Jum’at) atau 15.29 WIB (Senin-
Kamis) dan 15.59 WIB (Jum’at)
dikategorikan pulang kerja tidak tepat
waktu (pulang lebih cepat).

melakukan absensi kepulangan mulai
pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan 16.00
WIB (Jum’at) sampai dengan pukul 23.59
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